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Abstrak: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Presiden sebagai kepala negara mempunyai Kedudukan dalam UUD
1945 yang sangat strategis yaitu sebagai kepala Pemerintahan dan sebagai kepala Negara. Selain itu,
wewenang yang meliputi berbagai aspek baik eksekutif, legislasi, yudisial, militer, hubungan luar negeri dan
juga kekuasaan darurat membuat posisi presiden memiliki wewenang yang mencakup segala aspek.Dengan
kekuasaan dan kedudukan yang sangat kuat, rawan sekali adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam
melaksanakan kampanye pemilihan umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana
pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim Kampanye pada Pemilihan Umum. Dan juga bagaimana
dampak dari cuti presiden petahana terhadap pemilu. Serta kebijakan yang ideal agar terlaksananya demokrasi
yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yaitu dengan
menganalisis aturan atau regulasi yang pernah berlaku di Indonesia dari tahun 2004, 2009,2019, dan tahun
2023. Kemudian aturan tersebut dianalisis menggunakan teori Politik Hukum dan Teori Demokrasi. Hasil
penelitian menunjukan bahwa cuti kampanye Presiden yang tertuang dalam pasal 299 ayat (1) tidak
seharusnya dijalankan oleh Presiden dalam melaksanakan kampanye sebagai Tim Kampanye. Hal tersebut
dikarenakan rawan akan adanya pencampur adukkan kekuasaan (abuse of power) yang terjadi dalam
pelaksanaan kampanye Presiden. Selain itu, dampak apabila presiden mengambil cuti saat melaksanakan
kampanye, dapat berakibat pada penyalahgunaan fasilitas, penyimpangan APBN, dan juga pencampuran
kepentingan antara kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kata Kunci: Presiden, Pemilihan Umum, Cuti Kampanye.

Abstact: General elections, hereinafter referred to as elections, in Article 22E of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia (1945 Constitution) explained that “General elections are held to elect members of the
House of Representatives, the Regional Representatives Council, the President and vice president and the
Regional Representatives Council”. The President as head of state has a very strategic position in the 1945
Constitution, namely as head of Government and as head of State. In addition, the authority that covers
various aspects of the executive, legislative, judicial, military, foreign relations and also emergency powers
makes the position of the president has authority that covers all aspects.With very strong powers and
positions, it is prone to abuse of power in carrying out election campaigns.This research aims to find out how
the regulation of the President's involvement as a Campaign Team in the General Election. And also how the
impact of the incumbent president's leave on the election. As well as the ideal policy for the implementation of
real democracy. This research is a literature research with a normative approach, namely by analyzing the
rules or regulations that have been applicable in Indonesia from 2004, 2009, 2019, and 2023. Then the rules
are analyzed using the theory of Political Law and the Concept of Democratic Elections. The results showed
that the Presidential campaign leave contained in Article 299 paragraph (1) should not be carried out by the
Incumbent President in carrying out the campaign. This is because it is prone to abuse of power that occurs
in the implementation of the incumbent President's campaign. In addition, the impact if the president takes
leave while carrying out the campaign, can result in misuse of facilities, deviation of the state budget, and
also mixing interests between personal interests or certain groups.

Keywords: President, General Election, Campaign Leave.
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PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa “Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen
rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik. Tanpa proses rekrutmen dan
sirkulasi yang berjalan secara periodik dan berdasarkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil, maka demokrasi tidak akan pernah terwujud. Pemilu juga mempunyai fungsi
kontrol terhadap kekuasaan yang cenderung untuk bersifat absolut apabila tidak dikontrol dan
diperbaharui.

Tanpa pemilu, maka terbuka peluang terjadi diktum politik sebagaimana yang dikatakan Lord
Acton, yaitu power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung
korup dan kekuasaan absolut pasti akan korup absolut pula).

Di samping itu Pemilu juga merupakan proses seleksi dan kompetisi untuk jabatanjabatan
publik seperti presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah,
yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Secara prinsipil, semua jabatan publik di atas setara dalam hal tuntutan tanggung jawab dan
akuntabilitas politik, sehingga seharusnya proses pemilu untuk menduduki jabatan tersebut tidak
dibedakan.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU)
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
Sedangkan untuk Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah
perseorangan.  Adapun itu jika kita lihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
mewujujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk
menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di
pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk
memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu
kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat
lokal, regional, maupun nasional.

Pemilihan Umum juga bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan
pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga
negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi
masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga
integritas demokrasi suatu negara.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi
yang paling adil bagi partai politik, sejaun mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta
pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat
berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang
dianggap paling dipercaya dan mampu melaksakanan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta
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pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga
eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Disisi lain pemilu merupakan sarana yang
paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak
melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai
peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen. Oleh karena itu, sebagai arena kompetisi yang
adil, seharusnya pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredible oleh rakyat,
sehingga efektivitas kompetisi tersebut dapat dipelihara. Terlalu banyak kontestan yang ikut
kompetisi, akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi tersebut, apalagi jika standar kualitas
kontestan tersebut sangat beragam.

Hukum perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara
tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Segala bentuk hukum
tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti materil maupun ormil, tercakup dalam
istilah ketentuan perundang-undangan. Perkembangan politik dalam suatu negara adalah merupakan
suatu hal yang sangat penting untuk menganalisasi dan mengamati proses kelembagaan kegiatan
politik yang sah, guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagai mana yang telah dituangkan dalam
UUD 1945 tentang konsep kedaulatan rakyat. Dalam pemilihan umum dikenal adanya kampanye,
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam
Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan lzin Dalam
Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Umum (PP Nomor 32 Tahun 2018). Dijelaskan mengenai Kampanye Pemilihan Umum merupakan
kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk
meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan
umum. Presiden sebagai kepala eksekutif dalam sebuah negara dan dalam hal ini, mempunyai hak
untuk melaksanakan kampanye, Jokowi mengatakan "Hak demokrasi, hak politik setiap orang.
Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh
memihak. Boleh,”. Meski begitu, yang terpenting, kata Jokowi hal itu dilakukan dengan tidak
menggunakan fasilitas negara. Jokowi menilai presiden hingga menteri merupakan pejabat politik
sehingga boleh berkampanye.

hal ini sesuai dalam pernyataan jokowi mengenai sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu
dalam Pasal 299 :

(1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik. mempunyai hak
melaksanakan kampanye

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat
melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil presiden;

b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;atau

c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Namun di dalam praktek, potensi kecurangan sangat besar terjadi hal ini seperti yang terjadi
pada tahun 2014 Presiden Indonesia pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Tim
Kampanye bagi Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif tahun 2014.

Dan juga pada pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2024. Presiden Jokowi yang pada saat
itu masih menjabat sebagai kepala negara. Dengan memanfatkan kekuasaannya sebagai Presiden.
Adanya intervensi aparat, politisasi bansos, mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah. Untuk
menguntungkan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

Dan ditahun yang sama pada bulan November tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur dan wakil
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gubernur Jawa tengah. Presiden Prabowo secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada
salah satu calon pasangan tertentu hal ini tentunya sangat tidak adil bagi pasangan calon lainnya.

Yang juga mengikuti Pemilihan Umum kepala daerah tersebut.

Dan juga di dalam Pasal 281 dalam UU yang sama ada diatur megenai Larangan dalam

kampanye yaitu :

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil  Presiden, menteri, gubenur, wakil

gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat

negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan
memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

UU Pemilu dan juga beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut
mengenai aturan dalam Pemilihan Umum merupakan landasan hukum yang mengatur proses

pemilihan umum di Indonesia.

Pernyataan Jokowi tersebut, menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat.
calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon wakil Presiden no urut 1 Muhaimin Iskandar
berpendapat bahwa Presiden sebagai pimpinan tertinggi yang muru’ahnya harus dijaga. pernyataan
Jokowi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada dan dapat menimbulkan konflik kepentingan
dan juga terkesan berat sebelah serta memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain
itu, pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari tersebut juga telah
menimbulkan pertanyaan tentang “batas-batas kampanye presiden dan bagaimana presiden dapat
memihak tanpa menggunakan fasilitas Negara”. dan juga terkait bahwa jika presiden ingin cuti, maka
harus mengajukan cuti itu ke diri sendiri. itu perlu diatur lebih lanjut. Karena tidak mungkin apabila

Presiden seorang Pejabat negara mengajukan cuti ke diri sendiri untuk berkampanye.

Guna menunjang penelitian ini, diperlukan referensi yang dapat membantu dan mempermudah
penelitian terdahulu, Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat perbedaan antara
penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.
Penelitian ini juga akan memberikan sumbangsi pemikiran yang berbeda sehingga akan membangun

bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah kedepannya. Adapun penelitian terdahulu meliputi :

1. Penelitian oleh Putri Ayu Prayogo dengan judul ““Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang
Mengikuti Pilkada Serentak 20177 penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
terhadap pengaturan cuti bagi petahana meliputi, dinamika peraturan cuti dan meninjau dari
aspek-aspek yang fundamental dalam negara hukum. penelitian ini mendapatkan hasil bahwa
demokrasi dan HAM merupakan dua aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Kewajiban cuti bagi petahana
ditinjau dari perspektif demokrasi :cuti bagi petahana mewujudkan suatu ketentuan yang mampu
menghindarkan petahana melakukan penyalahgunaan kekuasaan baik itu terhadap elemen-
elemen di dalam birokrasi maupun elemen masyarakat secara luas karena pengaruhnya. Jika
melihat dari ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, maka suatu negara hukum ketika dalam
prosesnya ingin mengimplementasikan intisari pasal tersebut dalam kehidupan bernegara, maka
cuti yang wajib dilaksanakan oleh petahana akan mewujudkan suatu demokrasi yang dicita-
citakan oleh bangsa Indonesia. Cuti akan mewujudkan suatu persaingan yang sehat antara

petahana dengan calon kepala daerah bukan petahana lewat jalur kampanye.

2. Penelitian oleh Ronaldo Situmorang dengan judul “Pengaturan Cuti Calon Presiden Petahana

57



Tsurayya, dkk. Politik Hukum Pengaturan Keterlibatan Presiden Sebagai Tim Kampanye Dalam Pemilihan Umum.

Pada Kampanye Pemilihan Presiden Indonesia Setelah Reformasi” penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif. menjelaskan tentang Pengaturan Cuti Calon Presiden Petahana pada
Kampanye Pemilihan Presiden Setelah reformasi yaitu pemilu 2004 yang diatur dalam UU
Nomor 23 Tahun 2003 serta peraturan turunannya, Pemilihan Presiden 2009 yang diatur dalam
UU Nomor 4 Tahun 2008 serta peraturan turunannya, dan Pemilihan Presiden 2019 yang diatur
dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan turunannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan dan persamaan pengaturan cuti Presiden petahana pada setiap pemilihan
Presiden yang terletak pada dasar hukum, pelaksanaan, durasi cuti dan kebolehan calon

presiden-wakil presiden petahana menjalankan cuti secara bersamaan.

Perbedaan pada penelitian ini dan pada penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya
mengkaji terkait cuti presiden sebagai petahana, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait

presiden sebagai tim kampanye pemilu.

3. Penelitian oleh Muh Ainul Fath dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
10/Puuxvii/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum” penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. menjelaskan
tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUUXVI11/2019 yang menghasilkan

kepustusan bahwa presiden tidak perlu mengambil cuti dalam melakukan kampanye.

penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan
putusan nomor 10/PUUXVI11/2019 bahwa dalam putusan tersebut yang menjadi pertimbangan
hakim | Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para pemohon tidak rasional.
Menurut Mahkamah, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin, hak presiden dan
atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika
hendak mencalonkan diri kembali. Penelitian ini juga meneliti tentang bagaimana implikasi dari
putusan MK tersbebut, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Putusan MK atas
pengujian undang-undang terhadap Pasal 299 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang
amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya mempunyai
akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji
tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Penelitian oleh Najib Subekti dengan judul “Analisis Yuridis Hak Kampanye Capres Petahana
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Abuse Of Power” penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menganalisis menggunakan teori kampanye dan
teori penyelenggaraan negara maka penelitian ini dapat disimpulkan Hakikat cuti bagi Calon
Presiden petahana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum adalah bersifat Wajib dan bukan merupakan cuti yang memilik sifat hak
opsional seperti cuti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014. Dampak dari
tidak dipisahkannya antara Kampanye dengan Penyelenggaraan Negara dari Kampanye Presiden
Petahana dapat berimbas pada Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power). Hal yang belum

diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah:

a. Tata cara kampanye Presiden Petahana untuk membedakan kampanye Presiden dengan Tugas

Penyelenggaraan Negara Presiden
b. Larangan dalam pengambilan Cuti di luar tanggungan negara

c. Aturan yang mengatur mekanisme Pencabutan cuti kampanye Presiden Petahana apabila ada

situasi darurat yang terjadi.

Maka dari itu, perlu nya dikaji mengenai Pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim
Kampanye dalam Pemilihan Umum . maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang
solusi dari permasalahan ini, yaitu dengan mengangkat judul “Politik Hukum Pengaturan

Ketelibatan Presiden Sebagai Tim Kampanye Dalam Pemilihan Umum .
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif
adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan penelitian terkait pengaturan
keterlibatan Presiden sebagai tim kampanye dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Keterlibatan Presiden sebagai Tim Kampanye dalam Peraturan Per Undang-
Undangan

Pemilu merupakan cerminan dari adanya kedaulatan rakyat, dilakukan dengan cara demokrasi
untuk membentuk Pemerintahan Perwakilan. Selain itu, Pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat
untuk menentukan wakil-wakilnya di dalam lembaga eksekutif maupun legislatif.

Salah satu ciri negara demokratis adalah menyelenggarakan pemilu dengan demokratis pada
waktu tertentu, pada dasarnya pemilu, merupakan cara untuk mengakui dan melaksanakan hak-hak
politik rakyat.

1. Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum

Keterlibatan Presiden dalam kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Presiden dan pejabat negara lainnya diperbolehkan untuk
berpartisipasi dalam kampanye, namun terdapat syarat dan batasan yang harus dipatuhi,
termasuk kemungkinan pengunduran diri atau cuti saat berkampanye.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 299 UU Pemilu menyatakan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Dan juga Pejabat negara yang
merupakan kader partai politik juga diizinkan untuk berkampanye. Tetapi sesuai dengan Syarat
dan ketentuan yang berlaku yaitu Pejabat negara non-partai politik dapat berkampanye jika
mereka terdaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dan sebagai anggota tim
kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di dalam Pasal 281 UU Pemilu, dijelaskan terkait larangan bagi peserta pemilu, baik calon
anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden, dan juga yang mengikutsertakan
Presiden sebagai kepala Negara untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan proses
pemilu.

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota haru memenuhi
ketentuan:
a.Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat

negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

b.menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan
memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Dalam Pasal 282 UU Pemilu dijelaskan juga bahwa Pejabat negara, pejabat struktural, dan
pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa
Kampanye berlangsung. Hal ini dilakukan agar terciptanya persaingan secara sehat.
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Juga diatur di dalam Pasal 283 UU Pemilu sebagaimana berikut :

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur
sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

(2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan
atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat.

Pejabat negara juga dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,
sebagaimana diatur dalam Pasal 304 UU Pemilu.
(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil, Presiden, pejabat negara, pejabat daerah
dilarang menggunakan Fasilitas Negara.
(2) Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi . kendaraan dinas pejabat negara dan
kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b.gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi,
milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus
dilakukan dengan memperhatikancprinsip keadilan;

c.sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah
provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan

d.fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada
umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 mengatur tata cara pengunduran diri dalam
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, dan Wakil Presiden, serta permintaan izin dalam
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.
Pada Pasal 18 diatur terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan
kampanye pemilihan umum. Hal ini berisi sebagai berikut :

(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta umum atau gabungan partai politik
sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya,
kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis pemusyawaratan Rakyat, pimpinan
dan anggota DPR, dan anggota DPD, gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
walikota, dan wakil walikota.

(2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil
Presiden.

(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dengan surat
pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

(4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan
ayat (2) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Pada peraturan ini diatur beberapa hal terkait kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Seperti Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 8 sebagaimana
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berikut:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:

a.
b.

pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul;

orang seorang; dan organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.
(2) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan
Calon dapat menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu.

(2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon
membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional.

(3) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu pengusul dapat menunjuk juru Kampanye Pemilu.

(4) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang seorang atau
kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

(5) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.
Menurut Manuel Kaisiepo bahwa Pemilu telah menjadi tradisi penting yang hampir disakralkan

dalam berbagai sistem politik di dunia. pemilihan umum juga penting karena berfungsi memberi
legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari.
Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol
dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang
dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukurannya.
Di Indonesia, berlaku beberapa aturan yang mengatur terkait Pemilu. Diantara nya adalah :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

Pada Pasal 22E UUD 1945 diatur bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan

dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

Mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR,DPD,DPRD,

serta Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam
Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Umum. Pada peraturan ini diatur mengenai :

a.

Pengunduran diri Pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD,
Presiden, atau Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Proses
pengunduran diri ini harus dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Dan juga, Pejabat yang ingin mengundurkan diri harus mengajukan surat pengunduran
diri kepada atasan langsung atau lembaga yang berwenang, dan pengunduran diri tersebut
harus disetujui.

Juga terkait lIzin Pencalonan Pejabat yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau
Wakil Presiden harus mengajukan permohonan izin kepada lembaga yang berwenang. 1zin
ini diperlukan untuk memastikan bahwa pencalonan tersebut tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Serta sanksi yang berlaku apabila ditemukan adanya dari pejabat yang mencalonkan diri
tidak mematuhi ketentuan mengenai pengunduran diri, permintaan izin, atau cuti, maka
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan kampanye, materi serta tata cara dalam
pelaksanaan kampanye, dan juga adanya pengawasan dan sanksi apabila ditemukan hal-hal yang
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di dalam Pemilu juga terkandung beberapa prinsip penyelenggaran pemilu, yang tertuang di
dalam Pasal 3 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa penyelenggara pemilu
memiliki beberapa prinsip yaitu ;

(1) mandiri;

(2) jujur;

(3) adil;

(4) berkepastian hukum;
(5) tertib;

(6) terbuka;

(7) proporsional;
(8) profesional;
(9) akuntabel;
(10) efektif; dan
(11) efisien.

Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang
terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pengaturan terkait cuti kampanye Presiden dari masa ke masa diatur dalam pengaturan yang
sama, tetapi diatur ke dalam peraturan PerUndang-Undangan yang berbeda berikut pengaturannya :
4. Aturan Cuti Kampanye Presiden dalam Pilpres 2004

Undang-undang No 23 Tahun 2003 serta beberapa peraturan pelaksana dari undang-undang
tersebut menjadi dasar hukum dalam pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004. Dalam
pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden mengatur cuti kampanye yang mengikutsertakan Presiden petahana yakni Megawati
Soekarno Putri pada pemilihan umum Presiden tahun 2004.

Pejabat negara (termasuk Presiden dan Wakil Presiden) yang menjadi calon Presiden dan
Wakil Presiden dibolehkan melaksanakan kampanye dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

(3) Pejabat negara yang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan
kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan
d. keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Selain aturan yang terdapat dalam UU Nomor 23 tahun 2003, ketentuan lebih lanjut terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh
Pejabat Negara. Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang pemilihan Presiden 2004,
peraturan pemerintah ini mengatur lebih rinci ketentuan-ketentuan kampanye dan cuti yang
mengikutsertakan calon Presiden-Wakil Presiden petahana. Adapun kampanye dan cuti diatur dalam
pasal 2 dan pasal 3, yang berbunyi :

Pasal 2
1) Pejabat Negara yang berasal dari Partai Politik mempunyai hak
1. melaksanakan Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta
2. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2) Pejabat Negara yang bukan berasal dari partai politik dapat
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1. melaksanakan Kampanye Pemilu apabila berstatus sebagai :

2. a. Calon anggota DPD;

3. b. Calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

Dan juga di dalam Pasal 3 disebutkan “Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, pejabat negara menjalankan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.”

Pejabat Negara yang dimaksud dalam Pasal 3 dijelaskan dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka
1 yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

5. Aturan Cuti Kampanye Presiden dalam Pilpres Tahun 2009

Pada Pilpres tahun 2009, terdapat calon Presiden dari Petahana yang mencalonkan dirinya
kembali dalam Pemilihan Umum Presiden untuk periode jabatan yang kedua, sebagai Presiden
petahana tentunya harus mengantongi hak dalam berkampanye agar tidak terjadi ketidakadilan
dengan capres lain yang sedang tidak menjabat sebagai presiden.

Dengan demikian, regulasi mengenai hak kampanye calon Presiden Petahana haruslah ada dan
jelas untuk menjamin hak-hak politiknya.

Dalam rangka memenuhi hak tersebut, ketentuan mengenai hak kampanye Presiden
diimplementasikan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa: “Presiden dan Wakil
Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 60 yang berbunyi: “Selama melaksanakan Kampanye,
Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya wajib memperhatikan keberlangsungan
tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Ketentuan lebih khusus lagi untuk Presiden dan Wakil Presiden Petahana dalam pasal 61
disebutkan bahwa: “Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU
sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden
atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil
Presiden”.

Hal tersebut menjadi sebuah dilema dan kontradiksi, dimana Presiden dan Wakil Presiden
diharuskan untuk mengambil cuti saat berkampanye, tetapi dengan catatan penyelenggaraan negara
harus tetap terkendali atau harus tetap berlangsung dan tetap diperhatikan. Padahal kampanye dan
penyelenggaraan negara memiliki konsep dan tujuan yang sangat berbeda.

Dalam pasal sebelumya yaitu pada pasal 42 menyebutkan:

(1) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan

bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; dan

b. menjalani cuti Kampanye.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan
keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU”

Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dalam pasal tersebut tertuang dalam
pasal 71 yang menyebutkan bahwa:

(1) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan :

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan

bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
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b. menjalani cuti Kampanye.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan
keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sesuai dengan pasal 61 Peraturan KPU Nomor 48 Tahun 2009, Sebelum melaksanakan

kampanye, Presiden-Wakil Presiden harus mengajukan Jadwal cuti kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan Menteri Sekretaris
Negara kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa
kampanye.

Namun sebelum mengajukan jadwal tersebut, dalam pasal 56 dijelaskan bahwa: Pelaksanaan
cuti Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan jadwal
kampanye Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

6. Aturan Cuti Kampanye Presiden dalam Pilpres Tahun 2019 dan Tahun 2024,

Pada Pilpres tahun 2019 dan tahun 2024 dasar hukum yang berlaku adalah Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017, disebutkan bahwa “Presiden dan
Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye”. Pada Pasal tersebut dengan jelas
memberikan jaminan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Presiden Petahana
untuk melaksanakan Kampanye. Hak tersebut juga bisa digunakan Presiden untuk menjadi Juru
Kampanye seperti yang dilakukan oleh Presiden SBY pada tahun 2014 beliau mengajukan cuti untuk
menjadi Juru Kampanye bagi partai Demokrat di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Saat itu, dia
menjalani cuti pada hari kerja yakni Senin, tepatnya 17 Maret 2014.

Dan pada tahun 2024 Presiden jokowi juga mengajukan cuti untuk ikut berkampanye pada
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor
urut 2 yaitu Prabowo dan Gibran.

B. Dampak jika Presiden terlibat sebagai Tim Kampanye dalam Pemilu

Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan menurut Menurut Dr Ernest Utrecht, sebagai
seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum yang juga dikenal sebagai politikus indo-Belanda yang
berhaluan nasionalis Istilah Abuse of Power atau Penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan
administrasi negara yang bertentangan dengan hukum dan karena bertentangan dengan kepentingan
umum (in strijd het algemeen belang). Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan
seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai
dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.

Secara istilah, Abuse of (power) atau “Penyalahgunaan wewenang” dan “menyalahgunakan
kewenangan” merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum Administrasi Negara dan nampaknya
inti dari ranah hukum tersebut.

Secara etimologis, istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” berasal dari dua suku
kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk noun berarti proses, cara, perbuatan
menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan “menyalahgunakan” yang berbentuk verb dimaknai
melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan.

Dampak dari diperbolehkannya Presiden ikut berkampanye sesuai yang tertuang di dalam Pasal
299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah akan rawan terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan atau bisa dibilang abuse of power. Karena bagaimanapun juga Presiden
tetaplah seorang Presiden. Pada saat Presiden ikut berkampanye negara secara langsung hadir di
dalam nya. Selain itu hal yang timbul adalah ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hal
ini tentunya dapat menimbulkan ketidaknetralan birokrasi.

Pada pemilu tahun 2024 terdapat beberapa kecurangan yang ditemukan oleh tim pemenangan
pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diantaranya adalah :
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1. Penggelembungan Suara

Adanya bukti penggelembungan suara di beberapa daerah. Hal ini dilakukan dengan cara
mencoblos surat suara secara massal di luar TPS, atau dengan memalsukan data suara di sistem

informasi KPU.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan dugaan penggelembungan suara untuk peserta Pemilu
2024, khususnya Pilpres, tidak tunggal oleh salah satu pasangan saja. Namun, temuan
kecurangan paling banyak dilakukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo

Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
2. Politik Uang

Politik uang masih menjadi salah satu bentuk kecurangan yang marak terjadi di Pemilu
2024. Tim Ganjar-Mahfud menemukan bukti adanya pembagian uang kepada pemilih agar

memilih pasangan calon tertentu.

Sebelumnya, Bawaslu mengonfirmasi telah menerima laporan dugaan politik uang dengan
terlapor Melani dan Ali. Anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan penanganan kasus tersebut telah
dilimpahkan ke Bawaslu tingkat kota yang sesuai dengan lokasi dugaan politik uang terjadi.

3. Penghasutan dan Intimidasi

Tim Ganjar-Mahfud juga menemukan bukti adanya penghasutan dan intimidasi terhadap
pemilih. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau untuk mencegah mereka
menggunakan hak pilihnya. Bawaslu juga menemukan kasus dugaan intimidasi kepada pemilih
dan penyelenggara pemilihan umum dalam Pemilu 2024. Kasus intimidasi itu berada di 2.632

TPS.

Ancaman kepada pemilih dan petugas penyelenggara pemilu itu tersebar di sejumlah
wilayah di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta,

Sumatra Utara, Lampung, Sumatra Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Manipulasi Data

Tim Ganjar-Mahfud menemukan bukti manipulasi data pemilih di beberapa daerah. Hal ini
dilakukan dengan cara memasukkan data pemilih fiktif atau dengan menghapus data pemilih

yang sah.

Sebelumnya, perhimpunan Jaga Pemilu menilai terjadi malpraktek dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Hasil pengawasan perkumpulan gerakan sukarela
masyarakat untuk proses demokrasi itu telah menerima 914 laporan maupun temuan soal dugaan

pelanggaran Pemilu 2024.

Dalam laporannya, Jaga Pemilu mengungkapkan bahwa pengkondisian untuk memastikan
dukungan pemilih sudah berjalan pada kurun waktu sebelum pelaksanaan kampanye. Ini
dilakukan lewat operasi terselubung maupun modus pelanggaran dan kecurangan secara terbuka.

5. Pelanggaran Kampanye

Tim Ganjar-Mahfud menemukan bukti adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh
beberapa pasangan calon. Pelanggaran tersebut antara lain seperti kampanye di luar jadwal,

kampanye hitam, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Selain itu, adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Iriana Jokowi yang
merupakan Istri dari Presiden Jokowi yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu paslon
pada saat menggunakan fasilitas negara yaitu mengacungkan dua jari pada saat menaiki mobil
kepresiden. Kejadian ini terjadi ketika mobil fasilitas negara yang membawa Jokowi dan Iriana
melintas di tengah warga yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut tiga,
yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada
pemberitaan dan di media sosial, ternyata yang melakukan salam dua jari tersebut adalah Iriana

Jokowi.
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Selain itu, dampak jika Presiden ikut berkampanye dalam pemilihan umum adalah rusaknya
Kepercayaan Publik. Karena Rakyat dapat kehilangan kepercayaan terhadap netralitas pemilu
jika Presiden berpihak secara terang-terangan. Ini dapat menciptakan adanya Polarisasi di dalam
masyarakat dan juga Delegitimasi hasil pemilu jika kandidat yang didukung Presiden menang.

C. Konsep Ideal Pengaturan Presiden sebagai Tim Kampanye

Konsep Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat
politik memiliki tujuan untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang
diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam konsep ini
penyelenggara kampanye umumnya bukanlah individu melainkan lembaga atau organisasi politik
(partai politik). Terlepas dari siapapun penyelenggaranya, kampanye selalu mimiliki tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya yaitu memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Kampanye Pemilihan Umum sebagai suatu wujud pendidikan politik kepada masyarakat wajib
dilaksanakan secara bertanggung jawab. Apabila pihak yang berkampanye tidak memegang jabatan
politik yang masih dijabat alias bukan berstatus sebagai petahana, masalah yang timbul tidaklah
rumit karena aturannya sudah jelas dan tidak mungkin terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan
(Abuse of power) atau penyalahgunaan fasilitas.

Namun hal tersebut berbeda apabila melibatkan petahana yang menggenggam jabatan politik
Seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan
Wakil Wali Kota.

Kampanye yang dilakukan oleh petahana memiliki kekuasaan serta pengaruh yang jauh lebih
besar untuk dapat memenangkan pemilihan Presiden periode kedua dari pada kandidat lain.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden haruslah
memiliki hak yang sama terutama dalam hak berkampanye, karena kampanye memiliki tujuan untuk
meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan citra dirinya. Karena, apabila
dilarang maka berarti telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada perlakuan yang
berbeda atau diskriminasi terhadap kontestan lain yang maju dalam pilpres yang sama.

Walaupun demikian, dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan
Presiden yang berkampanye untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali
pengamanan. Selain itu juga, Presiden harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan harus tetap
memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Jika Presiden mengambil cuti untuk ikut sebagai Tim Kampanye pada sat pemilihan umum
dapat berakibat dalam penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) baik dalam hal penyalahgunaan
fasilitas, pencampuradukkan kepentingan kampanye dalam kebijakan atau tindakan yang
mengatasnamakan pemerintah, ataupun dalam segi ketidakadilan dengan Calon Presiden yang lain.

Selain itu, menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti ia berpendapat bahwa terkait
Presiden akan berkampanye merupakan pelanggaran hukum dan etik. Karena Presiden pada saat
berkampanye akan menggunakan fasilits negara dan hal itu tidak dapat dipisahkan. Lalu juga ada
pendapat dari akademisi Ubedillah Badrun yang merupakan Pengamat sosial politik Universitas
Negeri Jakarta ia mengkritik ucapan Presiden Joko Widodo ihwal presiden boleh kampanye dan
berpihak. menurutnya Jokowi secara terang-terangan melanggar undang-undang. di dalam Undang-
Undang Pemilu mengamanatkan beberapa ketentuan yang menekankan perlunya netralitas presiden.
Misalnya, pada Pasal 48 ayat 1 huruf b UU Pemilu, menetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum
harus melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dan tugas-tugas lainnya kepada DPR dan
Presiden. Selanjutnya pada Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU tersebut, mengatur bahwa presiden memiliki
peran dalam membentuk tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan
kepada DPR. menetapkan tim seleksi KPU itu kewajiban presiden supaya netral dalam seluruh
proses pemilu.
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Pengajar UNJ itu menilai ucapan Jokowi sangat berbahaya. Jika posisi presiden tidak netral
sejak menyusun tim seleksi anggota KPU, maka seluruh anggota KPU dimungkinkan adalah
orangnya presiden. Dan Ini pintu kecurangan sistemik. Pada titik inilah presiden berkewajiban netral.

Maka dari itu, Terkait konsep yang ideal terhadap Presiden jika ingin ikut berkampanye
sebagai Tim Kampanye pada paslon lain adalah, Presiden tidak boleh berkampanye. karena jika
Presiden tetap cuti akan timbul keberpihakan Negara kepada salah satu calon pasangan tertentu dan
itu sangat tidak adil.

Maka dari itu perlu nya direvisi pada pasal 299 ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan Wakil
Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye” Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum. Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Tidak diperbolehkan mengikuti kampanye
dalam pemilihan umum. Karena akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.yang tidak sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum yaitu :

1. Langsung yang artinya pemilih harus memberikan suara di pemilu secara langsung. Dan tidak
boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun
2. Umum yang artinya setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah,
memiliki hak  untuk  ikut  memilih  tanpa  adanya  diskriminasi  terkait
suku,agama,ras,golongan,jenis kelamin,kedaerahan,dan status sosial.
3. Bebas yang artinya rakyat berhak memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan,tekanan,atau
pengaruh dari pihak manapun.
Rahasia yang artinya suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.
5. Jujur yang artinya elemen dalam penyelenggaran pemilu harus bersikap jujur sesuai undang-
undang yang berlaku.
6. Adil yang artinya setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama
serta bebas dari kecurangan.

Selain itu, dengan Presiden ikut turun sebagai Tim Kampanye yang merupakan pejabat yang
seluruh aktifitas kegiatannya yang dibiayai olen APBN sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan
anggaran untuk kampanye. Karena Presiden merupakan pejabat yang seluruh aktifitas kegiatannya
dibiayai dari dana APBN, sungguh tidak adil apabila kegiatan kampanye yang memiliki sifat
personal menggunakan uang rakyat. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan demi menjamin
kesetaraan dengan kontestan lain.

Karena fakta di lapangan mengatakan bahwa Presiden yang mengajukan cuti untuk ikut
bergabung dalam berkampanye, masih menggunakan fasilitas negara pada saat dia masih menjabat.
Dan juga sejumlah pelanggaran lainnya. Dan juga jika Presiden ingin berkampanye untuk dirinya
sendiri itu tidak boleh meskipun dengan adanya cuti diluar tanggungan negara, hal ini sebagamana
dimaksud di dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu yaitu Presiden harus menjalani cuti di luar
tanggungan Negara jika ingin berkampanye.

Cuti di luar tanggungan negara bagi Presiden merupakan jenis cuti yang diberikan kepada
Presiden ketika ia tidak menjalankan tugasnya, di mana selama periode ini, Presiden tidak menerima
gaji atau tunjangan dari negara. Cuti ini biasanya diambil untuk alasan pribadi atau kepentingan
tertentu, dan dapat berlangsung hingga tiga tahun dengan kemungkinan adanya perpanjangan.

Meskipun Presiden sudah Cuti di luar tanggungan Negara pada saat proses pemilihan umum,
tetapi dalam praktiknya Presiden masih menggunakan fasilitas negara meskipun sudah cuti diluar
tanggungan negara. Presiden dalam pemilu.

&

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan yang penulis sampaikan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim kampanye di dalam Peraturan PerUndang-

67



Tsurayya, dkk. Politik Hukum Pengaturan Keterlibatan Presiden Sebagai Tim Kampanye Dalam Pemilihan Umum.

Undangan adalah dengan Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas
pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dan juga Harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dimana Cuti dan jadwal
cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugs penyelenggaraan negara dan
penyelenggaran pemerintah daerah. Da juga Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum,selama,dan sesudah masa kampanye.
2. Konsep ideal terkait pengaturan keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan umum adalah
Presiden tidak boleh berkampanye dalam pemilihan umum. karena jika Presiden tetap cuti untuk
berkampanye akan timbul keberpihakan Negara kepada salah satu calon pasangan tertentu dan
itu sangat tidak adil. Dan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim kampanye
dalam pemilihan umum. Dan menganalisisnya dengan menggunakan teori politik hukum dan teori
demokrasi. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat seyogyanya harus melakukan revisi perubahan pada Pasal
299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terkait Presiden
sebagai tim kampanye. Hal ini dikarenakan menurut saya, Presiden sebagai kepala negara harus
netral dalam melaksanakan pemilu dan tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon.
Karena Presiden sangat besar mempengaruhi suara pemilih pada pemilihan umum.

2. Presiden tidak boleh berkampanye dan harus netral untuk netralitas dan meningkatkan kualitas
dalam demokrasi.
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